
 

 
 
 

 
WALIKOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  

NOMOR 1TAHUN 2020 
 

TENTANG  
 

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN  

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PONTIANAK,  

 
Menimbang : a. bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3)    

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum 
Tambahan Tahun Anggaran 2020, menyatakan bahwa 

untuk menyalurkan Dana Alokasi Umum Tambahan, 
Pemerintah Daerah harus melengkapi dokumen 
persyaratan antara lain Peraturan Walikota mengenai 

Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan 
Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Penetapan Dana Alokasi Umum 

Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; 
 

Mengingat 

 
 
 

 
 

 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 

1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 
51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

IndonesiaNomor 2756); 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 

4437); 
 
 

 
 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik IndonesiaNomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik IndonesiaNomor 
5587)sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 6206); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 
dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;  

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum 
Tambahan Tahun Anggaran 2020; 

10. PeraturanDaerah Nomor15 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2019 Nomor 15); 
11. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 
(Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 66); 

12. Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 93); 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI 

UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Pontianak. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak. 

3. Walikota adalah Walikota Pontianak. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ 

pengguna barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah. 
6. AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahyangselanjutnyadisingkatAPBDadalah

rencanakeuangantahunanpemerintahandaerahyang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota Pontianak yang dipimpin 

oleh Camat. 
8. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan. 

9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan 
adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kota Pontianak untuk 
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan 

masyarakat di Kelurahan. 
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 

rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota 

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut 
dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna 

Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disebut PPKeu adalah 

pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat 
Daerah. 

14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 

Pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan 
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Perangkat Daerah. 
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas 

pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 
permintaan pembayaran. 

17. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna 

melaksanakan Kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat 
digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 
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18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS 

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian 
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan 

jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang 
dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 

yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban 

pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. 
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 

oleh bendahara umum daerah berdasarkan SPM. 
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran. 
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut 

Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana 
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. 

23. Pos pelayanan keluarga berencana–kesehatan terpadu yang selanjutnya 

disebut Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan 
dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. 

24. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah 
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela 
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, 

kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi 
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila. 

 
BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2 

 

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam 
menetapkan nilai DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan pada setiap 
Kelurahan. 

 
Pasal 3 

 
Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam penetapan 
nilai DAU Tambahan yang diterima setiap Kelurahan pada Pemerintah Kota 

Pontianak dan sebagai dokumen persyaratan penyaluran DAU dari Pemerintah 
Pusat. 

 
Pasal 4 

 

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: 
a. penetapan DAU tambahan; dan 
b. ketentuan penutup. 

 
BAB III 

PENETAPAN DAU TAMBAHAN 
Pasal 5 

 

(1) Pemerintah Kota Pontianak memiliki 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan yang 
tersebar pada 6 (enam) Kecamatan. 
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(2) DAU Tambahan yang di terima setiap Kelurahan adalah Rp. 350.000.000,- (tiga 

ratus lima puluh juta rupiah). 
 

(3) Rincian DAU Tambahan setiap Kelurahan,sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 

 
Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal 2 Januari 2020 

 
WALIKOTA PONTIANAK, 

 
             ttd 
 

EDI RUSDI KAMTONO 
Diundangkan  di  Pontianak 

pada tanggal 2 Januari 2020 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,                                

 
                      ttd 
 

                MULYADI 
 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020NOMOR 1 
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 LAMPIRAN  

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK 
NOMOR  1  TAHUN 2020 
TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM 

TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 
 

NO NAMA KELURAHAN DAU TAMBAHAN KELURAHAN 

1 Pal Lima Rp. 350.000.000 

2 Sungai Beliung Rp. 350.000.000 

3 Sungai Jawi Dalam Rp. 350.000.000 

4 Sungai Jawi Luar Rp. 350.000.000 

5 Darat Sekip Rp. 350.000.000 

6 Mariana Rp. 350.000.000 

7 Sungai Bangkong Rp. 350.000.000 

8 Sungai Jawi Rp. 350.000.000 

9 Tengah Rp. 350.000.000 

10 Akcaya Rp. 350.000.000 

11 Benau Melayu Darat Rp. 350.000.000 

12 Benua Melayu Laut Rp. 350.000.000 

13 Kota Baru Rp. 350.000.000 

14 Parit tokaya Rp. 350.000.000 

15 Bangka Belitung Darat Rp. 350.000.000 

16 Bangka Belitung Laut Rp. 350.000.000 

17 Bansir Darat Rp. 350.000.000 

18 Bansir Laut Rp. 350.000.000 

19 Banjar Serasan Rp. 350.000.000 

20 Dalam Bugis Rp. 350.000.000 

21 Parit Mayor Rp. 350.000.000 

22 Saigon Rp. 350.000.000 

23 Tambelan Sampit Rp. 350.000.000 

24 Tanjung Hulu Rp. 350.000.000 

25 Tanjung Hilir Rp. 350.000.000 

26 Batulayang Rp. 350.000.000 

27 Siantan Hilir Rp. 350.000.000 

28 Siantan Hulu Rp. 350.000.000 

29 Siantan Tengah Rp. 350.000.000 

Total Rp. 10.150.000.000 

 
 

WALIKOTA PONTIANAK, 
 
                 ttd 

 
EDI RUSDI KAMTONO 


